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Abstrak

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional untuk
meningkatkan kecukupan gizi dan kapasitas belajar peserta didik melalui intervensi makanan
di sekolah. Efektivitas program ini sangat bergantung pada kualitas implementasi dan tata
kelola di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi dan tata kelola
MBG pada satuan pendidikan di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Pendekatan yang
digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif
Miles, Huberman, dan Saldana dengan bantuan NVivo serta diuji melalui triangulasi dan
member checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBG dipengaruhi
oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, dengan sumber
daya dan disposisi sebagai faktor dominan. Dari perspektif tata kelola, pelaksanaan program
telah mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas,
meskipun masih terdapat keterbatasan pada komunikasi formal dan fleksibilitas birokrasi.
Keberhasilan MBG ditentukan oleh integrasi kapasitas implementasi dan penerapan good
governance di tingkat satuan Pendidikan.

Kata Kunci: Makanan Bergizi Gratis, Implementasi Kebijakan, Tata Kelola
Abstract

The Free Nutritious Food Program (MBG) is a national strategic policy to improve the
nutritional adequacy and learning capacity of students through food intervention in schools.
The effectiveness of this program is highly dependent on the quality of implementation and
governance at the local level. This study aims to analyze the implementation and governance
of MBG in educational units in Baranti Subdistrict, Sidrap Regency. The approach used is
qualitative with a case study design. Data were collected through interviews, observations,
and documentation, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and
Saldana with the help of NVivo and tested through triangulation and member checking. The
results show that the implementation of MBG is influenced by communication, resources, the
disposition of implementers, and bureaucratic structure, with resources and disposition being
the dominant factors. From a governance perspective, the program's implementation has
reflected the principles of transparency, accountability, participation, and responsiveness,
although there are still limitations in formal communication and bureaucratic flexibility. The
success of MBG is determined by the integration of implementation capacity and the
application of good governance at the educational unit level.
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A. PENDAHULUAN

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas strategis nasional yang
diarahkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui intervensi gizi pada
peserta didik sejak usia sekolah. Program ini hadir sebagai respons terhadap tingginya
prevalensi kekurangan gizi, ketimpangan kualitas pendidikan, serta kerentanan ketahanan
pangan keluarga di berbagai daerah (Adam et al., 2024). Secara konseptual, MBG tidak
sekadar tertuju pada pencapaian kecukupan gizi anak, melainkan juga diarahkan untuk
meningkatkan konsentrasi belajar, motivasi akademik, serta kualitas kesehatan jangka
panjang peserta didik. Dengan demikian, program ini diproyeksikan menjadi instrumen
penting dalam memperkuat fondasi pembangunan manusia melalui sektor pendidikan dan
kesehatan secara simultan.

Namun demikian, implementasi kebijakan MBG pada tingkat lokal tetap menjumpai
beragam hambatan sistemik serta manajerial. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana
pendukung, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, mutu layanan yang belum
konsisten, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan program menjadi
hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan (Sadag, 2025). Dalam konteks
Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, kompleksitas tersebut terlihat dari terbatasnya jumlah
dapur yang beroperasi aktif, variasi pelaksanaan antar satuan pendidikan, serta distribusi yang
belum merata sehingga berdampak pada ketidaksetaraan penerimaan manfaat (Satika et al.,
2024). Keadaan tersebut menekankan bahwa nasib kebijakan sangat ditentukan oleh kondisi
lokal, kemampuan pelaksana, dan struktur kelembagaan yang beroperasi di lapangan (Di
Prima et al., 2022).

Relevansi penelitian ini terletak pada besarnya kebutuhan dalam meninjau proses
secara komprehensif bagaimana implementasi dan tata kelola program MBG berlangsung
pada tingkat satuan pendidikan. Meskipun dirancang sebagai kebijakan nasional, efektivitas
MBG sepenuhnya dikendalikan oleh efektivitas implementasi di wilayah terkait. Oleh sebab
itu, tinjauan atas faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi
sebagai elemen utama implementasi kebijakan menjadi penting untuk menilai sejauh mana
program berjalan sesuai tujuan (Agu et al., 2023). Selain itu, pendekatan tata kelola berbasis
prinsip good governanceyang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas,
dan efektivitas perlu dievaluasi guna memastikan program dilaksanakan secara terbuka,
bertanggung jawab, dan berkelanjutan (Di Prima et al., 2022). Tanpa tata kelola yang baik,
potensi program dalam meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan berisiko tereduksi oleh
persoalan koordinasi, distribusi, maupun pengawasan.

Berpijak pada uraian tersebut, penelitian ini diarahkan guna memaparkan proses
implementasi program MBG berdasarkan empat faktor utama implementasi kebijakan, yakni
komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Lebih lanjut, penelitian
ini juga bertujuan menganalisis tata kelola pelaksanaan program MBG di satuan pendidikan
Kecamatan Baranti berdasarkan prinsip-prinsip good governance, sekaligus memetakan
elemen pendorong dan kendala yang berdampak pada keberhasilan implementasi tersebut.
Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur implementasi kebijakan dengan
mengintegrasikan model Edwards III dan perspektif good governance dalam satu kerangka
analitis yang komprehensif (Immaculee & Amolo, 2025). Secara empiris, penelitian ini
menghadirkan gambaran aktual pelaksanaan MBG di wilayah pedesaan Kabupaten Sidrap
yang masih minim kajian akademik (Odoh et al., 2024)). Secara aplikatif, hasil penelitian ini
diharapkan mampu menyumbangkan masukan berlandaskan fakta untuk pemerintah daerah,
sekolah, dan pengelola program untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas
implementasi, serta menjamin keberlanjutan Program MBG selaku komponen dari langkah
peningkatan kualitas layanan pendidikan dan gizi anak.
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B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Makanan Bergizi Gratis

Program Makanan Bergizi Gratis atau school feeding program merupakan intervensi
strategis yang bertujuan meningkatkan status gizi, kesehatan, dan kapasitas belajar peserta
didik melalui penyediaan makanan bergizi di lingkungan sekolah (Cupertino et al., 2022).
Secara global, program tersebut terkonfirmasi memberikan kontribusi signifikan bagi
bertambahnya partisipasi kehadiran, daya fokus belajar siswa, serta ketahanan pangan
keluarga, dan telah dipromosikan oleh berbagai lembaga internasional seperti World Food
Programme dan UNICEF (Canillo & Alferez, 2025).

Di Indonesia, program tersebut selaras dengan komitmen pemerintah dalam
mendongkrak mutu edukasi serta kesejahteraan fisik anak sebagai bagian dari investasi
pembangunan jangka panjang. Namun implementasinya sering menghadapi tantangan seperti
keterbatasan infrastruktur dapur, variasi kualitas distribusi makanan, rendahnya kapasitas
pelaksana, serta lemahnya monitoring dan pengawasan (Tamiru et al., 2024). Kondisi
tersebut membuktikan bahwa efektivitas program tidak semata-mata dipengaruhi oleh
kebijakan di level pusat, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan daerah dan satuan
pendidikan dalam menjalankan program secara konsisten dan terstandar (Amiruddin
Setiawan et al, 2025).

2. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menjadi tingkatan vital pada siklus kebijakan publik, dengan
tugas mengubah kesepakatan politik menjadi aktivitas riil di lapangan (Kania et al., 2019)
yang mengembangkan teori Edward III menyatakan bahwasanya tercapainya implementasi
sangat bergantung pada empat pilar mendasar, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi
pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut menjadi penentu efektivitas sebuah
kebijakan dalam meraih sasaran yang telah ditetapkan. Dalam lingkup kebijakan sosial,
implementasi tidak sekadar bertumpu pada ketegasan regulasi, melainkan juga pada
kemampuan kelembagaan dan koordinasi antaraktor yang terlibat (De Arruda Leite, 2016).

Grindle (2017) menegaskan bahwa proses implementasi adalah arena negosiasi antara
kepentingan politik, kapasitas organisasi, dan kondisi sosial masyarakat. Di Indonesia,
dinamika ini sangat terlihat dalam pelaksanaan kebijakan publik di bidang pendidikan dan
kesehatan, termasuk program makanan bergizi gratis, di mana faktor sumber daya manusia
dan koordinasi lintas lembaga menjadi tantangan utama dalam memastikan efektivitas
kebijakan (Hidayat & Aminah, 2022)

3. Teori Tata Kelola (Good Governance)

Tata kelola merupakan suatu sistem dan mekanisme penentuan langkah yang
menyertakan beragam elemen birokrasi, dunia usaha, serta publik guna meraih sasaran
kolektif melalui mekanisme transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas
(Rhodes, 2017). Tata kelola menggambarkan pola interaksi yang kompleks antara aktor
negara dan nonnegara dalam mengelola urusan publik di luar kontrol hierarkis pemerintah
tradisional. Dalam perspektif kebijakan publik modern, tata kelola menekankan prinsip
kolaborasi, transparansi, efektivitas, serta tanggung jawab sosial dalam setiap tahapan
pelaksanaan kebijakan (Putra, 2020). Dengan demikian, tata kelola tidak hanya berkaitan
dengan struktur pemerintahan formal, tetapi juga dengan kemampuan berbagai berbagai agen
untuk berkoordinasi secara efektif dalam merumuskan kebijakan yang tanggap, inklusif, dan
berorientasi pada kepentingan publik.

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun dari asumsi bahwa efektivitas Program
Makanan Bergizi Gratis dipengaruhi oleh interaksi antara implementasi kebijakan dan tata
kelola pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan. Implementasi kebijakan melalui
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komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menilai tingkat
keberhasilan kebijakan saat dioperasionalkan sesuai desain awal (Zakiyah et al., 2021) .

Sementara itu, tata kelola berbasis prinsip good governance memperkuat mekanisme
pelaksanaan melalui keterbukaan informasi, partisipasi aktor, akuntabilitas pelaksana,
responsivitas terhadap kebutuhan lapangan, dan efektivitas tindakan. Hubungan kedua aspek
tersebut diperkirakan menghasilkan tingkat keberhasilan program yang berbeda-beda pada
tiap sekolah (Wahyudi et al., 2024). Dengan demikian, diagram konseptual penelitian
menggambarkan bahwa implementasi kebijakan memengaruhi kualitas tata kelola, dan kedua
variabel tersebut secara bersama-sama menentukan efektivitas penyelenggaraan MBG di
Kecamatan Baranti.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada
satuan pendidikan di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, yang dipilih secara purposive
sampling karena menjadi lokasi awal implementasi Program MBG dengan karakteristik
pelaksanaan yang beragam. Informan penelitian meliputi siswa, guru, kepala sekolah, kepala
SPPG MBG, serta koordinator MBG kecamatan yang memiliki keterlibatan langsung dalam
pelaksanaan program. Data diperoleh melalui wawancara teperinci, pemantauan langsung di
sekolah dan dapur pemasok hidangan, serta analisis berkas kebijakan dan laporan pengerjaan
MBG. Proses pengolahan data menerapkan model analisis interaktif (Miles et al., 2014) yang
memuat reduksi data, penyajian data tematik, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan
selama proses penelitian. Penggunaan perangkat lunak NVivo mendukung konsistensi
pengkodean dan visualisasi keterkaitan temuan. Kredibilitas data ditingkatkan melalui
triangulasi data dan cara, serta konfirmasi balik kepada informan guna memastikan
keselarasan analisis penelitian dengan praktik konkret pelaksana dan penerima program
(Creswell, 2018). Pendekatan ini menghasilkan pemetaan utuh terhadap implementasi dan
tata kelola Program Makanan Bergizi Gratis dalam konteks lokal Baranti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Baranti
menunjukkan dinamika implementasi kebijakan yang tidak dapat dilepaskan dari interaksi
antara faktor teknis administratif dan standar pengelolaan birokrasi yang berkualitas.
Berdasarkan hasil penelitian, struktur pelaksanaan MBG melibatkan pemerintah pusat
sebagai perumus kebijakan, pemerintah daerah sebagai koordinator wilayah, serta satuan
pendidikan sebagai titik layanan utama (delivery point). Pihak sekolah tidak sekadar menjadi
objek penerima manfaat program, namun juga sebagai pelaksana administratif yang
melakukan pendataan siswa, pengaturan distribusi, pengawasan konsumsi makanan, serta
pelaporan berkala. Alur tersebut menegaskan bahwa kelancaran implementasi kebijakan
sangat berkaitan dengan kapasitas aktor di tingkat bawah (street-level implementers),
khususnya dalam mengelola proses distribusi dan memastikan standar program berjalan
sesuai ketentuan.

Hasil analisis data menggunakan teknik coding berbantuan NVivo, diperoleh
distribusi kategori implementasi kebijakan sebagaimana tertera pada Gambar 1 berikut:
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HASIL JAWABAN WAWANCARA - Coding

Gambar 1. Diagram Batang Persentase
Sumber: Hasil Analisis NVivo, 2026.

Berdasarkan hasil pengkodean (coding) jawaban wawancara yang ditampilkan pada
Gambar di atas, empat aspek utama yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi komunikasi
kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Data memaparkan bahwa
keempat poin utama tersebut memiliki tingkat kemunculan yang berbeda-beda dalam
pernyataan informan, yang merefleksikan tingkat perhatian, pengalaman, serta persepsi
informan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, temuan penelitian memperlihatkan
bahwa empat variabel utama yang memiliki kontribusi berbeda terhadap efektivitas
pelaksanaan MBG. Di antara keempat variabel tersebut, sumber daya muncul sebagai faktor
yang paling dominan dalam hasil pengkodean wawancara. Dominasi ini mencerminkan
bahwa isu ketersediaan tenaga pelaksana, sarana prasarana pendukung, logistik distribusi,
serta dukungan administratif menjadi perhatian utama para informan. Ketika sumber daya
tersedia secara memadai, distribusi makanan dapat dilakukan tepat waktu, kualitas makanan
dapat diawasi sesuai standar, dan proses evaluasi dapat dilaksanakan secara rutin. Sebaliknya,
keterbatasan sumber daya berpotensi mengganggu kesinambungan program. Temuan ini
menguatkan argumen dalam literatur implementasi kebijakan bahwa kecukupan sumber daya
merupakan prasyarat mendasar bagi keberhasilan kebijakan publik, terutama pada program
sosial yang membutuhkan koordinasi operasional harian.

Selain sumber daya, disposisi pelaksana juga menjadi variabel penting yang
memengaruhi konsistensi pelaksanaan program. Disposisi pelaksana mencakup pandangan,
loyalitas, pengertian, serta skala dukungan aparat pada kebijakan dalam implementasi
tersebut. Temuan penelitian memaparkan bahwa sewaktu pihak pelaksana memiliki sikap
positif dan komitmen tinggi, pelaksanaan program cenderung berjalan lebih lancar dan
adaptif terhadap kendala lapangan. Namun demikian, terdapat perbedaan tingkat pemahaman
dan komitmen antar pelaksana yang berdampak pada ketidakkonsistenan penerapan standar
operasional. Fakta ini memaparkan bahwa implementasi kebijakan bukan sekadar didasari
oleh draf formal kebijakan, melainkan juga oleh faktor psikologis serta normatif dari
pelaksana di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan MBG di tingkat lokal sangat
dipengaruhi oleh internalisasi nilai dan tujuan kebijakan oleh para pelaksana.

Variabel komunikasi dalam penelitian ini menunjukkan karakteristik yang relatif unik.
Komunikasi antaraktor baik antara pengelola dapur, aparat kecamatan, maupun pihak sekolah
secara umum berjalan aktif dan responsif. Namun, komunikasi tersebut lebih banyak
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berlangsung secara informal dibandingkan melalui sistem dokumentasi formal yang
terstruktur. Kondisi ini menimbulkan potensi perbedaan interpretasi kebijakan dan
ketergantungan pada komunikasi personal. Dalam konteks implementasi kebijakan,
komunikasi yang tidak terdokumentasi secara sistematis berisiko menimbulkan inkonsistensi
standar pelaksanaan serta kesulitan dalam melakukan evaluasi berbasis data. Oleh karena itu,
meskipun komunikasi interpersonal berjalan baik, penguatan sistem komunikasi formal
menjadi kebutuhan penting untuk menjamin keberlanjutan program secara institusional.

Sementara itu, struktur birokrasi menjadi variabel yang berfungsi ganda sebagai
pendukung sekaligus penghambat implementasi. Struktur organisasi yang jelas membantu
mendefinisikan pembagian tugas dan tanggung jawab antarunit. Namun, struktur yang
berlapis dan hierarkis menyita waktu pengambilan keputusan, utamanya di tengah situasi
yang mendesak jawaban praktis terhadap kendala distribusi atau kualitas makanan. Dalam
konteks program yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat, fleksibilitas birokrasi
menjadi faktor krusial. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sosial tidak
hanya membutuhkan kepastian prosedural, tetapi juga adaptabilitas struktural terhadap
dinamika lapangan.

Penelitian ini juga menempatkan temuan dalam kerangka good governance yang
memuat prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta responsivitas. Dari sisi
transparansi, pelaksanaan MBG di Kecamatan Baranti telah menunjukkan adanya
penyampaian informasi terkait jadwal distribusi, standar mutu makanan, serta mekanisme
pelaksanaan kepada pihak sekolah. Namun, penyampaian informasi tersebut masih dominan
secara lisan dan belum sepenuhnya terdokumentasi secara formal. Variasi tingkat
keterbukaan antar sekolah menunjukkan bahwa transparansi belum terinstitusionalisasi secara
merata. Padahal, dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi
merupakan fondasi untuk membangun kepercayaan dan legitimasi program publik.

Prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG tercermin dari adanya mekanisme
pelaporan dan evaluasi berkala yang dilakukan oleh pengelola program kepada instansi yang
lebih tinggi. Evaluasi kualitas makanan dan ketepatan distribusi menunjukkan adanya
pertanggungjawaban administratif terhadap penggunaan sumber daya. Meskipun demikian,
akuntabilitas kepada masyarakat sebagai penerima manfaat masih bersifat terbatas karena
belum tersedia mekanisme umpan balik formal yang sistematis. Kondisi ini mengindikasikan
bahwa akuntabilitas vertikal (kepada atasan) relatif lebih kuat dibandingkan akuntabilitas
horizontal (kepada Masyarakat).

Dari sisi partisipasi, penelitian ini menemukan bahwa sekolah dan masyarakat terlibat
dalam proses evaluasi melalui pemberian masukan dan penyampaian keluhan. Partisipasi
tersebut memperkaya informasi bagi pengelola program dan memungkinkan adanya
perbaikan berbasis kebutuhan lapangan. Namun, bentuk partisipasi yang terjadi masih
bersifat konsultatif dan belum sampai pada tahap pengambilan keputusan strategis. Dengan
kata lain, masyarakat berperan sebagai pemberi masukan, tetapi belum menjadi aktor yang
memiliki pengaruh langsung dalam perumusan kebijakan program.

Responsivitas pelaksana dalam menanggapi keluhan dan kendala distribusi
menunjukkan bahwa terdapat upaya untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan
kebutuhan sekolah. Ketika terjadi keterlambatan atau masalah kualitas makanan, pengelola
melakukan koordinasi untuk mencari solusi. Namun, tingkat responsivitas masih dipengaruhi
oleh kelancaran komunikasi dan fleksibilitas struktur birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa
responsivitas sebagai prinsip good governance tidak berdiri sendiri, melainkan sangat
dipengaruhi oleh kapasitas implementasi kebijakan secara teknis.

Untuk mengidentifikasi tema dominan dalam aspek tata kelola, dilakukan analisis word
frequency berbantuan NVivo sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.
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Gambar 2. Visualisasi Word Cloud Hasil Pengkodean
Sumber: Hasil Analisis NVivo, 2026.

Visualisasi word cloud memperlihatkan bahwasanya istilah-istilah utama dalam data
wawancara meliputi program, sekolah, pelaksanaan, makanan, informasi, dan jawaban.
Dominasi kata program dan sekolah menegaskan bahwa fokus implementasi MBG berada
pada satuan pendidikan sebagai titik layanan utama. Sementara itu, kemunculan kata
pelaksanaan, makanan, dan distribusi menunjukkan bahwa aspek teknis operasional menjadi
perhatian utama informan. Kehadiran kata informasi, koordinasi, evaluasi, keluhan,
akuntabilitas, dan transparansi mengindikasikan bahwa dimensi tata kelola, khususnya
komunikasi dan mekanisme pertanggungjawaban, turut menjadi bagian penting dalam
dinamika pelaksanaan program. Dengan demikian, word cloud ini menguatkan temuan bahwa
implementasi MBG bukan hanya menitikberatkan pada proses distribusi teknis, namun juga
mencakup praktik sistem manajerial yang memengaruhi kualitas pelaksanaan kebijakan.

Data ini memperkaya khazanah teoretis dengan memaparkan bahwasanya efektivitas
kebijakan sosial di tingkat lokal merupakan hasil interaksi antara dimensi operasional dan
dimensi normatif tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, tercapainya implementasi tidak
semata bergantung pada struktur kebijakan dan kelengkapan modal, namun juga oleh sejauh
mana nilai-nilai transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan responsivitas diinternalisasi dalam
praktik administrasi sehari-hari. Secara praktis, hasil penelitian ini merekomendasikan
penguatan sistem komunikasi formal, penyederhanaan prosedur birokrasi, peningkatan
kapasitas dan komitmen pelaksana, serta pengembangan mekanisme umpan balik publik yang
lebih terstruktur guna meningkatkan kualitas tata kelola Program MBG di masa mendatang.
Berdasarkan sintesis hasil analisis implementasi dan tata kelola, hubungan antarvariabel
dirumuskan dalam model konseptual berikut.
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Gambar 3. Model Konseptual Hasil Coding
Sumber: Hasil Analisis NVivo, 2026.

Berdasarkan pemodelan konseptual pada gambar, Teori Good Governance dan Teori
Implementasi Kebijakan diposisikan sebagai konsep induk yang saling beririsan dalam
menjelaskan realisasi program MBG. Secara kolektif, penelitian ini membuktikan
bahwasanya keberhasilan Program MBG di Kecamatan Baranti tidak dapat dijelaskan hanya
melalui satu pendekatan teoretis. Integrasi antara teori implementasi kebijakan dan konsep
good governance memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika
pelaksanaan program. Faktor pendukung utama implementasi meliputi komunikasi yang
relatif aktif, ketersediaan sumber daya yang memadai, penerapan prinsip transparansi dan
akuntabilitas, serta partisipasi sekolah dan masyarakat. Sebaliknya, faktor penghambat
meliputi struktur birokrasi yang kurang fleksibel, perbedaan disposisi pelaksana, dan
lemahnya sistem komunikasi formal.

Penelitian terdahulu pada umumnya menempatkan Program Makan Bergizi Gratis
(MBG) sebagai kebijakan yang berdampak pada peningkatan motivasi belajar dan kesehatan
siswa. Drake et al. (2016) menekankan pentingnya tata kelola dan pembiayaan berkelanjutan
dalam keberhasilan program feeding school, sementara Susanto et al. (2020), serta Merlinda
& Yusuf (2025) lebih berfokus pada dampak program terhadap motivasi dan semangat
belajar siswa. Hidayat & Aminah (2022) mulai mengkaji aspek implementasi dengan
menyoroti keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi sebagai kendala utama,
sedangkan Setiawan et al. (2025) menemukan bahwa implementasi MBG berdampak positif
meskipun terdapat hambatan distribusi dan tenaga dapur . Secara umum, penelitian terdahulu
lebih menekankan pada output program dan tantangan umum pelaksanaan, belum secara
mendalam mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan dengan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik di tingkat lokal.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian terbaru ini berfokus pada proses
implementasi dan tata kelola MBG di Kecamatan Baranti dengan menggunakan perspektif
teori implementasi kebijakan dan good governance. Berdasarkan hasil coding dan
wawancara, dimensi sumber daya menjadi faktor paling dominan, didukung oleh
responsivitas pelaksana dan komitmen yang tinggi dari sekolah maupun pengelola dapur.
Temuan menunjukkan bahwa koordinasi lintas aktor berjalan cukup baik dan respons
terhadap keluhan dilakukan secara cepat, meskipun transparansi eksternal seperti publikasi
anggaran masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai dampak
program, tetapi juga mengungkap bagaimana struktur birokrasi, sumber daya, partisipasi, dan
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responsivitas berperan dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan MBG di tingkat
lokal.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya efektivitas implementasi program Makanan
Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Baranti ditentukan oleh sinergi antara kapasitas
implementasi kebijakan dan kualitas tata kelola pada tingkat satuan pendidikan. Dari
perspektif implementasi kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan
struktur birokrasi terbukti memengaruhi jalannya program, dengan sumber daya dan disposisi
pelaksana sebagai faktor paling dominan dalam menjaga konsistensi distribusi, kualitas
layanan, serta keberlanjutan pelaksanaan. Sementara itu, komunikasi yang masih bersifat
informal dan struktur birokrasi yang relatif berlapis membatasi fleksibilitas serta kecepatan
respons terhadap dinamika lapangan. Dari sisi tata kelola, pelaksanaan MBG telah
mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas, namun
penerapannya belum sepenuhnya terinstitusionalisasi secara formal, khususnya dalam aspek
dokumentasi komunikasi, mekanisme umpan balik publik, dan perluasan partisipasi ke tahap
pengambilan keputusan. Dengan demikian, keberhasilan MBG tidak dapat dijelaskan hanya
melalui kecukupan sumber daya atau desain kebijakan semata, melainkan melalui integrasi
antara dimensi operasional implementasi dan penerapan prinsip good governance secara
konsisten dalam lingkup lokal. Penelitian ini mempunyai sejumlah batasan pada ruang
lingkup studi kasus di satu kecamatan serta belum mengukur dampak kuantitatif program
terhadap status gizi dan capaian akademik siswa, sehingga Penelitian berikutnya melalui
jangkauan area lebih besar serta metode kombinasi dianjurkan guna memperkuat validitas
dan generalisasi temuan.
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